LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah
tanggal 10 Juni 2013 Nomor 180/010010
perihal Hasil Klarifikasi  Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara,
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penanaman Modal perlu untuk
diubah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
3 Tahun 2013 tentang Penanaman
Modal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4852);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha  Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);



11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 39);



16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1986 tentang Jangka Waktu Izin
Penanaman Modal Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3335);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4854);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);



21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria dan Persyaratan
Bidang Usaha Tertutup dan Bidang
Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7  Tahun 2010 tentang
Penanaman Modal Di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 29);



26. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 106);
27. Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

28. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 157) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f
meliputi :

a. membina dan mengawasi pelaksanaan Penanaman Modal
daerah di bidang sistem informasi Penanaman Modal
daerah;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas
kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama
luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan,
pengendalian pelaksanaan, dan sistem Penanaman Modal
daerah kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
dan

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan
pelatihan Penanaman Modal daerah.

(2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan
Penanaman Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh SKPD.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENANAMAN MODAL

UMUM

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor
penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan
Daerah serta menciptakan lapangan kerja yang potensial,
sehingga perlu diberikan berbagai kemudahan pelayanan
untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan
kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten
Banjarnegara sebagai Daerah yang menarik dan kondusif bagi
penanaman modal.

Sebagai tindak lanjut dari wewenang Pemerintah
Daerah dalam wurusan penanaman modal yang menjadi
kewenangan sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah
Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman
Modal. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/010010 tanggal 10
Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara, dengan klarifikasi pada Pasal 23
ayat (1) huruf a.
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Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2013 tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini  disesuaikan dengan
wewenang Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pembinaan dan
pengawasan urusan di bidang penanaman
modal, yang tidak berkaitan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 185
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